PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI LINGKUNGAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DAN KEPUTUSAN

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk meningkatkan kualitas peraturan
perundang-undangan dan menciptakan keseragaman
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara dan
keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, perlu
tata cara dan metode yang baku terencana, terpadu,
dan sistematis;

bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota
Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara, Otorita Ibu
Kota Nusantara berwenang membentuk peraturan
perundang-undangan dalam lingkup Otorita Ibu Kota
Nusantara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota
Nusantara tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan di Lingkungan Otorita Ibu Kota
Nusantara dan Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota
Nusantara;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang lbu Kota
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022
tentang lbu Kota Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangundangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 186);

4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang
Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 109);

S. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1
Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita
Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 894);

MEMUTUSKAN:

: TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN DI LINGKUNGAN OTORITA IBU KOTA
NUSANTARA DAN KEPUTUSAN KEPALA OTORITA IBU
KOTA NUSANTARA.

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan
tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat
secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh
lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui
prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-
undangan.

2. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan
yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan
persetujuan bersama Presiden.

3. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk
menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

4. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk
menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan
yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan
kekuasaan pemerintahan.
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Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang
selanjutnya disebut Peraturan Kepala adalah Peraturan
Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala
Otorita Ibu Kota Nusantara untuk menjalankan
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau
berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan
mengikat secara umum.

Keputusan Kepala Otoria Ibu Kota Nusantara yang
selanjutnya disebut Keputusan Kepala adalah ketetapan
tertulis yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala
Otorita Ibu Kota Nusantara.

Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut
Prolegnas adalah instrumen perencanaan program
pembentukan Undang-Undang yang disusun secara
terencana, terpadu, dan sistematis.

Program Penyusunan Peraturan Kepala yang selanjutnya
disebut Progsun Peraturan Kepala adalah instrumen
perencanaan program penyusunan Peraturan Kepala
Otorita Ibu Kota Nusantara yang disusun secara
terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu
1 (satu) tahun.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau
pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap
suatu masalah tertentu yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai
pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan
Undang-Undang sebagai solusi terhadap permasalahan
dan kebutuhan hukum masyarakat.

Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan
adalah kegiatan untuk menelaah dan menilai materi,
proses pembentukan, dan pelaksanaan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku sehingga diketahui
kedayagunaan, kehasilgunaan, dan ketercapaian tujuan
yang hendak dicapai dari suatu Peraturan Perundang-
undangan.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya
disebut Kepala Otorita adalah kepala Pemerintah Daerah
Khusus Ibu Kota Nusantara.

Pemrakarsa adalah pimpinan tinggi madya di lingkungan
Otorita Ibu Kota Nusantara yang mengajukan usul
penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan
yang tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan
substansi yang diatur.

Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan adalah
pimpinan Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu
Kota Nusantara.



BAB II
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan
pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan
melalui tahapan:

a. perencanaan;
b. penyusunan;

c. pembahasan;

d. pengesahan atau penetapan; dan
e. pengundangan.

Pasal 3

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan yang disusun di
lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara meliputi:
a. Undang-Undang;

b. Peraturan Pemerintah;
c. Peraturan Presiden; dan
d. Peraturan Kepala.

(2) Materi muatan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
dan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c berisi materi
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

(3) Materi muatan Peraturan Kepala sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d berisi materi:

a. pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang
lebih tinggi; atau

b. berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur
dan mengikat secara umum.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 4
Perencanaan Peraturan Perundang-undangan meliputi:
a. Prolegnas;
b. Program Penyusunan Peraturan Pemerintah;
c. Program Penyusunan Peraturan Presiden; dan
d. Progsun Peraturan Kepala.

Pasal 5
(1) Penyusunan program perencanaan Peraturan

Perundang-undangan di lingkungan Otorita Ibu Kota
Nusantara dilaksanakan berdasarkan skala prioritas
kebutuhan.

(2) Penyusunan program perencanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sebelum
penetapan rancangan Undang-Undang mengenai
anggaran pendapatan dan belanja negara.



Pasal 6

(1) Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan menyiapkan
daftar perencanaan pembentukan Peraturan Perundang-
undangan berdasarkan prioritas:

a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih
tinggi;

b. dalam rangka penyelenggaraan tugas dan
kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara; dan

c. aspirasi dan kebutuhan hukum.

(2) Selain pertimbangan yang didasarkan pada prioritas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyiapkan
daftar perencanaan pembentukan rancangan Undang-
Undang perlu memperhatikan Prolegnas jangka
menengah dan Prolegnas prioritas tahunan.

Pasal 7
Selain penyiapan daftar perencanaan pembentukan
Peraturan Perundang-undangan oleh Kepala Unit Kerja
Hukum dan Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6, Pemrakarsa dapat mengusulkan pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Usulan pembentukan Peraturan Perundang-undangan
dari Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan serta
Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan
Pasal 7 memuat judul rancangan Peraturan Perundang-
undangan, materi yang diatur, dan keterkaitannya
dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

(2) Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan
Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi
rancangan Peraturan Perundang-undangan yang
meliputi:

a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
c. jangkauan dan arah pengaturan.

(3) Ketentuan mengenai format usulan pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Kepala ini.

Pasal 9
(1) Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan melakukan
inventarisasi daftar judul rancangan Peraturan
Perundang-undangan, materi yang diatur, dan
keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan
lainnya berdasarkan wusulan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1) untuk dimasukkan dalam daftar
perencanaan pembentukan Peraturan Perundang-

undangan.

(2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan cara mencatat,
mendokumentasikan, menganalisis, dan

mengelompokkan dengan didasarkan pada kriteria:
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a. substantif; dan
b. teknis.

(3) Kriteria substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi,
prioritas pembangunan, dan kebutuhan hukum.

(4) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b berupa kesiapan naskah rancangan, Naskah
Akademik atau naskah wurgensi, dan dokumen
pendukung.

Pasal 10

Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan melaksanakan
koordinasi dengan seluruh pimpinan tinggi madya di
lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam jangka waktu
paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal
daftar perencanaan pembentukan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
disampaikan kepada pimpinan tinggi madya di lingkungan
Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 11
Daftar perencanaan pembentukan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibahas
dengan mempertimbangkan:
a. realisasi target penyelesaian;
b. alokasi anggaran; dan
c. kemampuan sumber daya.

Pasal 12
Hasil pembahasan daftar perencanaan pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 disampaikan oleh Kepala Unit Kerja Hukum
dan Kepatuhan kepada Sekretaris Otorita Ibu Kota
Nusantara untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan
Kepala Otorita.

Pasal 13

Dalam hal daftar perencanaan pembentukan Peraturan

Perundang-undangan telah mendapatkan persetujuan

Kepala Otorita:

a. untuk daftar perencanaan pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan
kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran; dan

b. untuk daftar perencanaan pembentukan Peraturan
Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d
ditetapkan dengan Keputusan Kepala sebagai program
perencanaan pembentukan Peraturan Kepala yang
berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
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Bagian Ketiga
Penyusunan

Pasal 14

(1) Pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) berdasarkan program perencanaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun
rancangan Peraturan Perundang-undangan di luar
program perencanaan pembentukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu
mendapatkan izin prakarsa.

(3) Izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:

a. izin prakarsa dari Presiden dalam hal penyusunan
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan
Peraturan Presiden; atau

b. izin prakarsa dari Kepala Otorita dalam hal
penyusunan Peraturan Kepala.

Pasal 15
Pemrakarsa dalam menyusun rancangan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 dilakukan melalui tahapan:
a. inventarisasi masalah;
b. penyusunan konsepsi; dan
c. penyusunan rancangan awal.

Pasal 16
(1) Dalam hal penyusunan suatu rancangan Undang-
Undang harus terlebih lebih dahulu menyusun Naskah
Akademik.
(2) Penyusunan Naskah Akademik dilakukan dengan teknik
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Pasal 17

(1) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,
Pemrakarsa membentuk tim penyusun rancangan
Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala.

(2) Tim penyusun rancangan Undang-Undang, rancangan
Peraturan Pemerintah, dan rancangan Peraturan
Presiden terdiri atas:

Pemrakarsa;

Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan;

pimpinan tinggi madya terkait;

kementerian/lembaga terkait;

ahli hukum;

praktisi;

peneliti; dan/atau

. akademisi;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

SR 0 a0 TP
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(3) Tim penyusun rancangan Peraturan Kepala terdiri atas
Pemrakarsa, Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan,
pimpinan  tinggi madya @ terkait serta  dapat
mengikutsertakan kementerian/lembaga terkait, ahli
hukum, praktisi, peneliti, dan/atau akademisi sesuai
dengan kebutuhan.

Pasal 18
Dalam hal rancangan Peraturan Perundang-undangan telah
masuk ke tahapan penyusunan namun belum selesai proses
penyusunannya, rancangan  Peraturan = Perundang-
undangan tersebut dapat dimasukkan kembali sebagai
usulan ke dalam program perencanaan Peraturan
Perundang-undangan tahun berikutnya.

Pasal 19
Hasil penyusunan rancangan Peraturan Perundang-
undangan disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Kepala
Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan untuk dilakukan
pembahasan.

Pasal 20

(1) Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan melakukan
penelaahan terhadap rancangan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

(2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. analisis materi muatan; dan
b. kesesuaian dengan teknik penyusunan.

(3) Analisis materi muatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a terdiri atas kegiatan:

a. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan
Peraturan Perundang-undangan;

b. penyelarasan substansi;

c. kejelasan rumusan; dan

d. keselarasan dengan Peraturan Perundang-undangan
lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat
mencegah tumpang tindih pengaturan atau
kewenangan.

(4) Kesesuaian dengan teknik penyusunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan teknik
penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

(5) Dalam rangka penelaahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan dapat
berkoordinasi dengan Pemrakarsa dan/atau pimpinan
tinggi madya terkait.

Pasal 21
Dalam hal rancangan Peraturan Perundang-undangan yang
telah ditelaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 masih
ditemukan permasalahan baik dari aspek materi muatan
maupun teknik penyusunan Peraturan Perundang-
undangan, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan
menyampaikan kembali rancangan Peraturan Perundang-
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undangan  kepada  Pemrakarsa  untuk  dilakukan
penyempurnaan.

Pasal 22

Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang
dinyatakan oleh Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan
sudah tidak memiliki permasalahan, dilanjutkan dengan
proses panitia antar-kementerian dan/atau
antarnonkementerian untuk penyusunan rancangan
Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan
rancangan Peraturan Presiden.

Pasal 23

Dalam hal jenis rancangan Peraturan Perundang-undangan
merupakan Peraturan Kepala, penyusunan dapat
dilanjutkan dalam tahap proses pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi tanpa dilakukan
terlebih dahulu panitia antar-kementerian dan/atau
antarnonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22.

Pasal 24

(1) Pembahasan di tingkat panitia antar-kementerian
dan/atau antarnonkementerian dikoordinasikan oleh
Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan.

(2) Ketentuan pembahasan dan tata cara pembentukan
panitia antar-kementerian dan/atau
antarnonkementerian dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25
Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan menyampaikan
permohonan  pengharmonisasian, pembulatan, dan

pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum secara tertulis beserta dokumen yang
dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 26
Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan menjadi
koordinator untuk mewakili Otorita Ibu Kota Nusantara
dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Perundang-
undangan.

Pasal 27
Ketentuan mengenai pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Perundang-
undangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
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Pasal 28

Dalam hal menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum menyatakan telah selesai

proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi rancangan Peraturan Perundang-undangan,
dilakukan penyampaian:

a. rancangan Undang-Undang kepada Presiden untuk
diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang
selanjutnya dapat dilakukan pembahasan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

b. permohonan penetapan kepada Presiden, jika jenis
Peraturan Perundang-undangan yang dimohonkan
merupakan Peraturan Pemerintah atau Peraturan
Presiden; dan

c. penetapan kepada Kepala Otorita jika jenis Peraturan
Perundang-undangan yang akan ditetapkan merupakan
Peraturan Kepala.

Bagian Keempat
Pembahasan

Pasal 29
Pembahasan rancangan Undang-Undang dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 30
Dalam hal pembahasan rancangan Undang-Undang yang
merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat, Unit Kerja
Hukum dan Kepatuhan mengoordinasikan penyiapan data
dan bahan untuk penyusunan daftar inventarisasi masalah
rancangan Undang-Undang.

Pasal 31
Penyiapan data dan bahan untuk penyusunan daftar
inventarisasi masalah rancangan Undang-Undang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mengikutsertakan
pimpinan tinggi madya terkait.

Bagian Kelima
Pengesahan atau enetapan

Pasal 32

(1) pengesahan rancangan Undang-Undang dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

(2) penetapan rancangan Peraturan Perundang-undangan
yang berupa rancangan Peraturan Pemerintah, dan
rancangan Peraturan Presiden dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33
(1) Kepala  Unit Kerja Hukum dan  Kepatuhan
menyampaikan dokumen hasil pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan
Peraturan Kepala kepada Pemrakarsa untuk dilakukan
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permintaan paraf persetujuan kepada pimpinan tinggi
madya terkait di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara.

(2) Paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibubuhkan pada tiap lembar rancangan Peraturan
Kepala hasil pengharmonisasian.

(3) Selain paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dimintakan tanda tangan pimpinan tinggi madya
dan pimpinan tinggi pratama terkait pada lembar
pengesahan konsep.

Pasal 34

(1) Pemrakarsa menyampaikan hasil paraf persetujuan dan
tanda tangan lembar pengesahan konsep sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 kepada Kepala Unit Kerja
Hukum dan Kepatuhan.

(2) Kepala  Unit Kerja Hukum dan  Kepatuhan
membubuhkan paraf persetujuan dan tanda tangan
lembar pengesahan konsep untuk selanjutnya
disampaikan kepada Sekretaris Otorita Ibu Kota
Nusantara guna mendapatkan penetapan oleh Kepala
Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 35
Peraturan Kepala yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) diberikan nomor dan
tanggal penetapan oleh Sekretaris Otorita Ibu Kota
Nusantara.

Bagian Keenam
Pengundangan

Pasal 36
Pengundangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan
Peraturan Presiden dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37
Pengundangan Peraturan Kepala dilaksanakan melalui
sistem elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 38

(1) Kepala  Unit Kerja Hukum dan  Kepatuhan
menyampaikan permohonan Pengundangan setelah
Peraturan Kepala ditetapkan pada naskah asli
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

(2) Permohonan Pengundangan Peraturan Kepala diajukan
kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum secara tertulis dan
ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja Hukum dan
Kepatuhan.
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Pasal 39

Penyebarluasan Peraturan Kepala dilaksanakan:

a.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

Peraturan Kepala yang disebarluaskan merupakan
salinan naskah yang telah diundangkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia;

sebelum disebarluaskan, pimpinan tinggi pratama yang
memiliki tugas dan fungsi mengenai koordinator
penyusunan Peraturan Perundang-undangan
membubuhkan tanda tangan pada salinan naskah
Peraturan Kepala yang telah diundangkan; dan
pimpinan tinggi pratama yang memiliki tugas dan fungsi
mengenai koordinator penyusunan Peraturan
Perundang-undangan mengunggah salinan Peraturan
Kepala dalam laman Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Otorita Ibu Kota Nusantara.

BAB III
ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI LINGKUNGAN OTORITA IBU KOTA
NUSANTARA

Pasal 40
Analisis dan Evaluasi dilakukan terhadap Peraturan
Perundang-undangan di lingkungan Otorita Ibu Kota
Nusantara.
Pimpinan tinggi madya yang tugas dan fungsinya sesuai
dengan substansi yang diatur dalam Peraturan
Perundang-undangan melaksanakan Analisis dan
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Dalam melaksanakan Analisis dan Evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan tinggi
madya dapat berkoordinasi dengan Kepala Unit Kerja
Hukum dan Kepatuhan serta melibatkan pimpinan
tinggi madya terkait.
Selain pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan
dapat melaksanakan Analisis dan Evaluasi Peraturan
Perundang-undangan yang substansi pengaturannya di
luar tugas dan fungsinya.

Pasal 41

Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi dengan berpedoman
pada metode Analisis dan Evaluasi Peraturan
Perundang-undangan.

Pedoman metode Analisis dan Evaluasi Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang hukum.

Pasal 42
Hasil Analisis dan Evaluasi memuat rekomendasi yang
disusun dalam dokumen Analisis dan Evaluasi.
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(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)
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Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:

a. perubahan, penggantian, atau pencabutan Peraturan
Perundang-undangan; atau

b. kebijakan/non-Peraturan Perundang-undangan.

Dokumen Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menjadi kajian dasar setiap pengusulan

perubahan atau penggantian Peraturan Perundang-

undangan.

BAB IV
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 43
Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan
dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan
Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Otorita
Ibu Kota Nusantara.
Pemberian masukan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara daring
dan/atau luring.
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan orang perseorangan atau kelompok orang
yang terdampak langsung dan/atau mempunyai
kepentingan atas materi muatan rancangan Peraturan
Perundang-undangan.
Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan
masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap
Naskah Akademik dan/atau rancangan Peraturan
Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah
oleh masyarakat.
Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemrakarsa dapat melakukan kegiatan konsultasi
publik melalui:
a. rapat dengar pendapat umum;
b. kunjungan kerja;
c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau
d. kegiatan konsultasi publik lainnya.

Pasal 44
Peraturan Perundang-undangan yang telah
diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
dan Pasal 37 harus dilaksanakan:
a. sosialisasi ke unit terkait, kementerian/lembaga,
pemerintah daerah, dan/atau masyarakat; dan
b. publikasi dengan mengunggah dalam laman jaringan
dokumentasi dan informasi hukum Otorita Ibu Kota
Nusantara.
Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilaksanakan oleh Pemrakarsa.
Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilaksanakan oleh Kepala Unit Kerja Hukum dan
Kepatuhan.
Dalam melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Pemrakarsa dapat melibatkan unit terkait
di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara, kementerian
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atau lembaga terkait, praktisi, akademisi dan/atau
tenaga ahli dari organisasi kemasyarakatan sesuai
dengan kebutuhan.

BAB V
PEMBENTUKAN KEPUTUSAN KEPALA OTORITA IBU
KOTA NUSANTARA

Pasal 45

Pembentukan Keputusan Kepala dilakukan dengan tahapan
yang terdiri atas:

poop

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

penyusunan;
pembahasan;

penetapan; dan

pendokumentasian dan penyebarluasan.

Pasal 46
Pembentukan Keputusan Kepala sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 didasarkan atas:
a. melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan yang sifatnya menetapkan; dan

b. kewenangan Kepala Otorita.
Penyusunan Keputusan Kepala sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 huruf a dilaksanakan oleh Pemrakarsa
berdasarkan:
a. perintah Kepala Otorita; dan
b. inisiatif Pemrakarsa.
Dalam menyusun rancangan Keputusan Kepala,
Pemrakarsa dapat mengikutsertakan Unit Kerja Hukum
dan Kepatuhan dan pimpinan tinggi madya terkait.
Ketentuan mengenai format Keputusan Kepala sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
mengenai tata naskah dinas di lingkungan Otorita Ibu
Kota Nusantara.

Pasal 47
Pemrakarsa menyampaikan hasil penyusunan
rancangan Keputusan Kepala kepada Kepala Unit Kerja
Hukum dan Kepatuhan.
Penyampaian hasil penyusunan rancangan Keputusan
Kepala sebagimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
a. uraian latar belakang dan urgensi pembentukan; dan
b. dokumen pendukung.

Pasal 48

Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan melakukan

reviu atas rancangan Keputusan Kepala melalui:

a. pemberian pertimbangan hukum;

b. penyelarasan dengan  Peraturan  Perundang-
undangan; dan

c. penyesuaian dengan teknik penyusunan dan format
keputusan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
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(2) Dalam melakukan reviu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan dapat
melakukan pembahasan dengan melibatkan pimpinan
tinggi madya terkait.

Pasal 49

(1) Kepala  Unit Kerja Hukum dan  Kepatuhan
menyampaikan reviu atas rancangan Keputusan Kepala
kepada Pemrakarsa untuk dilakukan permintaan paraf
persetujuan kepada pimpinan tinggi madya terkait.

(2) Paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibubuhkan pada tiap lembar rancangan Keputusan
Kepala.

(3) Selain paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dimintakan tanda tangan pimpinan tinggi madya
dan pimpinan tinggi pratama terkait pada lembar
pengesahan konsep.

Pasal 50

(1) Pemrakarsa menyampaikan hasil paraf persetujuan dan
tanda tangan lembar pengesahan konsep sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 kepada Kepala Unit Kerja
Hukum dan Kepatuhan.

(2) Kepala  Unit Kerja Hukum dan  Kepatuhan
membubuhkan paraf persetujuan dan tanda tangan
lembar pengesahan konsep untuk selanjutnya
disampaikan kepada Sekretaris Otorita Ibu Kota
Nusantara guna mendapatkan penetapan oleh Kepala
Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 51
Keputusan Kepala yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 diberikan nomor dan tanggal
penetapan oleh Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 52

Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan

mendokumentasikan Keputusan Kepala, yang meliputi:

a. salinan Keputusan Kepala yang telah ditetapkan.

b. sebelum disampaikan kepada yang bersangkutan,
pimpinan tinggi pratama yang memiliki tugas dan fungsi
mengenai koordinator penyusunan Peraturan
Perundang-undangan membubuhkan tanda tangan
pada salinan naskah Keputusan Kepala yang telah
ditetapkan; dan

c. pimpinan tinggi pratama yang memiliki tugas dan fungsi
mengenai koordinator penyusunan Peraturan
Perundang-undangan mengunggah salinan Keputusan
Kepala dalam laman Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Otorita Ibu Kota Nusantara.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53
Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Nusantara
pada tanggal 10 Juni 2025

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

NUSANTARA

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 535



LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA OTORITA IBU
KOTA NUSANTARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

DI LINGKUNGAN OTORITA IBU KOTA
NUSANTARA DAN KEPUTUSAN
KEPALA  OTORITA IBU KOTA
NUSANTARA

FORMAT USULAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Konsep (latar Keterkaitan
No. Judul belakang, tujuan, Dasar dengan Pemrakarsa
sasaran, jangkauan, | Penyusunan | Peraturan
dan arah pengaturan) Perundang-
undangan
lainnya
(1 (2) (3) (4) (5) (6)
Keterangan:
1. Nomor : Diisi nomor urut
2.Judul : Rancangan Peraturan Perundang-undangan tentang ...
3. Konsep
a. Latar Belakang dan Tujuan: Berisi penjelasan alasan yang menjadi dasar
pembentukan (urgensi) yang meliputi:
1) Delegasi/Amanat;
2) Permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa,
bernegara, dan bermasyarakat;
3) Mengapa perlu Peraturan Perundang-undangan sebagai pemecahan
permasalahan tersebut; dan
4) Dasar pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis;
b. Sasaran yang ingin diwujudkan : kondisi yang diharapkan, ditargetkan,

C.

atau dituju atas suatu pengaturan, baik terhadap subyek, obyek,
maupun pihak terkait yang terkena pengaturan maupun perilaku
tertentu yang diharapkan terbentuk dari sebuah pengaturan; dan

Jangkauan dan arah pengaturan meliputi subyek, obyek, serta pihak
terkait yang akan diatur. Sedangkan arah pengaturan adalah pokok-




pokok ketentuan yang akan diatur untuk mencapai sasaran yang ingin
diwujudkan.

4. Dasar penyusunan disebutkan apabila merupakan perintah dari Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, TAP MPR, atau
perintah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan
Presiden.

5. Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya diisi
Peraturan Perundang-undangan yang memiliki keterkaitan substansi
dengan rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan disusun.

6. Pemrakarsa diisi pimpinan tinggi madya di lingkungan Otorita Ibu Kota
Nusantara yang mengusulkan rancangan Peraturan Perundang-undangan.

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO
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